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ABSTRAK

Sesuai dengan Protap Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas 1A Banjarmasin,
pembinaan terdiri dari dua komponen: pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.
Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat di mana narapidana dapat menerima
bimbingan untuk menjadi individu yang produktif dan aktif, memungkinkan mereka untuk
berintegrasi dan memenuhi tanggung jawab kewarganegaraan mereka. Penelitian ini
membahas masalah bagaimana mendukung kemandirian narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin dan tantangan yang menghalangi proses tersebut,
dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif dan pendekatan hukum empiris. Wawancara
dengan pejabat, staf pembinaan, dan narapidana yang berpartisipasi dalam mempromosikan
kemandirian di Lapas Kelas 1A Banjarmasin menjadi sumber data penelitian ini. Sesuai
dengan temuan penelitian, mitra yang bekerja sama dengan Lapas Kelas I1A Banjarmasin telah
terlibat dalam mempromosikan kemandirian bagi narapidana di sana. Kegiatan-kegiatan ini
juga didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Namun, petugas pemasyarakatan masih
menghadapi kesulitan dalam melaksanakan pembinaan kemandirian. Hal ini termasuk
kepadatan penghuni, fakta bahwa peserta program tidak menganggap serius penjelasan pelatih
dan lebih tertarik untuk mengikuti arahan mereka, kurangnya infrastruktur atau ruang, dan
masalah lain seperti kurangnya promosi yang memadai tentang hasil program.
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